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ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the way agreements are
formed, implemented, and disputed. Digital agreements present conceptual and
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practical challenges for civil law, particularly regarding validity, proof of intent, and Accepted 2025-12-31
the responsibilities of the parties. This study aims to analyze the relevance of classical

civil law in addressing today's digital agreement disputes. The main focus of the study Keywords

is directed at the role of classical civil law principles and constructions as a normative Classical Civil Law,
framework in assessing contractual relationships arising from electronic transactions. Digital Agreements,
This study uses normative legal research methods with conceptual, statutory, and Contract Disputes,

Will of the Parties,

comparative approaches. The analysis is conducted on classical civil law principles,
P pb y P P Digital Contract Law

such as consensualism, freedom of contract, pacta sunt servanda, and good faith, and
their application in the context of digital agreements, including electronic contracts,
electronic signatures, smart contracts, and digital dispute resolution mechanisms. The
legal materials are analyzed qualitatively through deductive and interpretive
reasoning. The results of the study indicate that classical civil law remains relevant
and operational in addressing digital agreement disputes. The legal requirements of
classical agreements remain the main benchmark in assessing the validity of electronic
contracts. The theory of will and the principle of good faith has been proven to explain
and evaluate the process of forming and implementing digital agreements.
Digitalization does not eliminate civil liability, but requires adjustments in the
provision of evidence and the interpretation of norms. This study concludes that an
integrative approach that maintains classical civil law as a normative foundation is an
effective strategy for ensuring legal certainty and contractual justice in the digital era.
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1. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara subjek hukum
membentuk, melaksanakan, dan mengakhiri hubungan kontraktual. Perjanjian yang
sebelumnya lahir melalui pertemuan fisik dan dokumen tertulis kini bergeser ke bentuk
elektronik yang berbasis sistem digital, platform daring, dan bahkan mekanisme otomatis.
Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek konseptual hukum
perdata, Kkhususnya terkait pembentukan kehendak, kesepakatan para pihak, serta
pembuktian hubungan hukum. Dalam konteks tersebut, hukum perdata klasik sering
dipersepsikan sebagai rezim normatif yang kaku dan kurang responsif terhadap dinamika
perjanjian digital. Pandangan ini mendorong munculnya wacana bahwa hukum kontrak
modern memerlukan kerangka baru yang sepenuhnya terpisah dari konstruksi klasik. Namun,
anggapan tersebut perlu diuji secara kritis dengan melihat fungsi dasar dan daya adaptif asas-
asas hukum perdata klasik dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini.

Perjanjian digital mencakup berbagai bentuk hubungan hukum, mulai dari transaksi jual
beli daring, kontrak layanan digital, memorandum of understanding elektronik, hingga smart
contracts yang dijalankan melalui teknologi blockchain. Karakteristik utama perjanjian digital
terletak pada absennya pertemuan fisik, penggunaan pernyataan kehendak elektronik, serta
keterlibatan sistem otomatis dalam proses pembentukan kontrak. Kondisi ini menimbulkan
pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kehendak para pihak dipahami dan
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diinterpretasikan secara hukum. Dalam hukum perdata klasik, kehendak merupakan inti dari
perjanjian yang sah, sebagaimana tercermin dalam teori kehendak dan asas konsensualisme.
Tantangan muncul ketika kehendak tersebut diekspresikan melalui klik, tanda tangan
elektronik, atau bahkan melalui kode program yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis.
Meski demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa asas klasik masih memiliki relevansi
kuat sebagai kerangka analitis untuk menilai keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian
digital (Arroyo i Amayuelas & Schulze, 2021; Stéhr, 2016).

Dalam praktik, sengketa perjanjian digital sering berkaitan dengan keabsahan kontrak,
pembuktian persetujuan, dan tanggung jawab para pihak. Masalah ini semakin kompleks
ketika salah satu pihak mengklaim tidak pernah memberikan persetujuan yang sah atau tidak
memahami konsekuensi hukum dari tindakan digital yang dilakukan. Penelitian sebelumnya
menegaskan bahwa bukti elektronik dan pernyataan kehendak digital masih menghadapi
tantangan dalam proses pembuktian perdata, terutama ketika dikaitkan dengan Pasal 1866
KUH Perdata yang mengatur alat bukti secara klasik (Nur Sa’adah et al., 2021). Selain itu, risiko
penipuan dan manipulasi data dalam transaksi digital meningkatkan kerentanan pihak
tertentu, sehingga sengketa perjanjian digital sering kali berujung pada pembatalan kontrak
atau gugatan ganti rugi (Siombo, 2023).

Keabsahan perjanjian elektronik juga menjadi isu sentral dalam diskursus hukum
perdata kontemporer. Berbagai penelitian menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat melalui
sistem elektronik pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif
perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata klasik (Bagiastra, 2024; Effendy &
Hanifah, 2025). Tanda tangan elektronik, sebagai substitusi tanda tangan konvensional, telah
diakui memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, baik dari
perspektif hukum perdata maupun hukum khusus di bidang transaksi elektronik (Dahlan et
al., 2025; Meira et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata klasik tidak
secara inheren bertentangan dengan praktik perjanjian digital, melainkan memerlukan
penafsiran yang kontekstual dan sistematis.

Selain persoalan keabsahan, objek perjanjian digital juga menimbulkan tantangan
tersendiri. Layanan digital dan properti digital memiliki karakter non-fisik yang tidak
sepenuhnya selaras dengan konsep benda dalam hukum perdata klasik. Namun, kajian
mutakhir menunjukkan bahwa hukum perdata mampu mengakomodasi objek digital melalui
konstruksi hak dan kewajiban kontraktual yang fleksibel (Joldasova, 2023; Khazratov, 2025).
Dalam konteks ini, hukum perdata klasik berfungsi sebagai fondasi normatif yang
memungkinkan pengembangan konsep baru tanpa harus meninggalkan prinsip dasar
kontraktual.

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam menilai perilaku para pihak dalam
perjanjian digital. Transaksi daring sering melibatkan ketimpangan informasi dan posisi tawar,
sehingga penerapan asas itikad baik menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan
kontraktual. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ini tetap relevan dalam e-
commerce dan kontrak elektronik, bahkan menjadi semakin krusial dalam menilai tanggung
jawab para pihak (Handayani et al., 2024; Muslim et al., 2025). Dari perspektif hukum perdata
klasik, itikad baik tidak hanya berfungsi pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak
tahap pembentukan kehendak.

Perkembangan teknologi juga melahirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang
bersifat digital, seperti arbitrase online dan e-arbitration. Mekanisme ini dipandang sebagai
respons terhadap kebutuhan efisiensi dan lintas batas dalam sengketa perjanjian digital. Studi
komparatif menunjukkan bahwa arbitrase online telah diadopsi di berbagai yurisdiksi dengan
pendekatan yang berbeda, namun tetap berlandaskan prinsip kontraktual klasik mengenai
kesepakatan para pihak dan kekuatan mengikat perjanjian arbitrase (Bintang & Sumanto,
2024; Wolff, 2018). Hal ini kembali menegaskan bahwa hukum perdata klasik tetap menjadi
rujukan utama dalam penyelesaian sengketa digital.

Fenomena smart contracts memperluas diskursus mengenai relevansi hukum perdata
klasik. Smart contracts mengeksekusi kewajiban secara otomatis berdasarkan kode program,
sehingga meminimalkan intervensi manusia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai
keberadaan kehendak dan ruang bagi penafsiran kontrak. Sejumlah penulis berpendapat
bahwa meskipun mekanismenya berbeda, smart contracts tetap merupakan perjanjian dalam
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arti hukum perdata karena didasarkan pada kesepakatan awal para pihak (Riihl, 2021;
Mazhorina, 2019). Dengan demikian, asas klasik seperti pacta sunt servanda dan kebebasan
berkontrak tetap relevan sebagai dasar normatif.

Berbagai kajian internasional dan nasional menunjukkan adanya kecenderungan untuk
mengintegrasikan hukum perdata klasik dengan kebutuhan regulasi digital. Pendekatan ini
tidak menempatkan hukum klasik sebagai hambatan, melainkan sebagai kerangka
interpretatif yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan para pihak (Suvorov, 2022;
Valieva & Zalilova, 2024). Dalam konteks nasional, tantangan utama terletak pada harmonisasi
antara KUH Perdata dan regulasi khusus di bidang digital, termasuk perlindungan data pribadi
dan keamanan transaksi (Nuraisah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan utama
mengenai sejauh mana hukum perdata klasik masih relevan dalam menjawab sengketa
perjanjian digital masa kini. Pertanyaan ini mencakup analisis keabsahan perjanjian digital,
pembuktian kehendak, serta tanggung jawab perdata para pihak. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis relevansi asas dan konstruksi hukum perdata klasik dalam konteks
perjanjian digital, sekaligus merumuskan kerangka integratif yang menghubungkan teori
klasik dengan praktik kontraktual modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan
terhadap peran hukum perdata klasik sebagai fondasi analitis utama dalam menyelesaikan
sengketa perjanjian digital, bukan sekadar sebagai norma residu yang ditinggalkan oleh
perkembangan teknologi (Fikrina et al., 2025; Zahorodnii et al., 2025).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada
analisis doktrinal terhadap hukum perdata klasik dan penerapannya dalam konteks perjanjian
digital. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma
hukum, asas, dan konsep hukum yang mengatur hubungan kontraktual, serta menilai
relevansinya dalam menjawab sengketa perjanjian digital. Metode ini memungkinkan peneliti
untuk menelaah konsistensi dan koherensi norma hukum perdata klasik ketika dihadapkan
pada fenomena kontrak elektronik dan digitalisasi hubungan hukum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas-asas fundamental hukum
perdata, seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan itikad baik.
Asas-asas ini dianalisis sebagai kerangka teoritis utama dalam menilai keabsahan dan
pelaksanaan perjanjian digital. Teori kehendak dan teori pernyataan kehendak menjadi
landasan penting dalam memahami bagaimana persetujuan terbentuk dalam transaksi
elektronik, termasuk dalam konteks pernyataan otomatis dan smart contracts (Handayani et
al,, 2024; Penné, 2024). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap relevansi
konstruksi klasik tanpa mengabaikan perkembangan teknologi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk
menelaah hubungan antara KUH Perdata dan regulasi khusus yang mengatur transaksi
elektronik. Analisis dilakukan terhadap ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, alat bukti,
serta pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik. Pendekatan ini
bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum positif masih berakar pada prinsip hukum
perdata klasik dan bagaimana norma khusus mengadaptasi prinsip tersebut dalam konteks
digital (Effendy & Hanifah, 2025; Dahlan et al., 2025).

Pendekatan komparatif digunakan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan
praktik dan doktrin hukum kontrak digital di berbagai yurisdiksi. Perbandingan ini mencakup
penerapan hukum perdata klasik dalam kontrak digital, penyelesaian sengketa melalui
arbitrase online, serta pengaturan smart contracts. Studi komparatif ini didasarkan pada
literatur internasional yang membahas hukum kontrak di era digital, sehingga memberikan
perspektif yang lebih luas dan kontekstual (Arroyo i Amayuelas & Schulze, 2021; Wolff, 2018;
Riihl, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan hukum perdata dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup
buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta prosiding yang membahas hukum
perdata Kklasik, perjanjian digital, dan penyelesaian sengketa elektronik. Seluruh referensi
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ilmiah digunakan secara sistematis untuk mendukung analisis konseptual dan normatif. Bahan
hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah
dan konsep kunci dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
penelusuran sumber secara sistematis dan tematik. Literatur dipilih berdasarkan relevansi
dengan topik penelitian dan kredibilitas akademik. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara
kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Analisis dimulai dari asas dan
teori hukum perdata klasik, kemudian diaplikasikan pada kasus dan fenomena perjanjian
digital. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menilai makna norma hukum dalam konteks
digital yang dinamis.

Kerangka analisis penelitian ini mencakup tiga tahap utama. Tahap pertama adalah
pengujian keabsahan perjanjian digital berdasarkan syarat sah perjanjian dalam hukum
perdata klasik. Tahap kedua adalah analisis sengketa perjanjian digital, termasuk pembuktian
kehendak dan tanggung jawab perdata para pihak. Tahap ketiga adalah perumusan kerangka
integratif yang menghubungkan asas hukum perdata klasik dengan praktik kontraktual digital.
Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan
praktis dalam pengembangan hukum perdata di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata klasik tetap memiliki relevansi
yang kuat dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini. Relevansi tersebut tidak
terletak pada kemampuan hukum klasik untuk mengakomodasi aspek teknis digital,
melainkan pada daya jelajah asas dan konstruksi normatifnya dalam menilai hubungan hukum
yang lahir dari transaksi elektronik. Analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder
memperlihatkan bahwa sebagian besar sengketa perjanjian digital pada dasarnya berkisar
pada isu klasik hukum kontrak, yaitu kehendak para pihak, kesepakatan, keabsahan,
pembuktian, dan tanggung jawab perdata. Digitalisasi hanya mengubah medium dan cara
ekspresi, bukan substansi hubungan hukum itu sendiri.

Dalam konteks keabsahan perjanjian digital, hasil penelitian menegaskan bahwa syarat
sah perjanjian sebagaimana dikenal dalam hukum perdata klasik tetap menjadi tolok ukur
utama. Kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal masih
digunakan oleh hakim dan praktisi hukum sebagai parameter evaluasi kontrak elektronik.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli daring, kontrak layanan digital, dan
MoU elektronik dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat tersebut, meskipun dibuat tanpa
pertemuan fisik dan menggunakan media elektronik (Bagiastra, 2024; Kusumastuti & Ishwara,
2023). Temuan ini menguatkan argumen bahwa hukum perdata klasik tidak kehilangan
relevansinya, melainkan berfungsi sebagai kerangka normatif dasar yang tetap operasional
dalam konteks digital.

Aspek kesepakatan menjadi titik krusial dalam sengketa perjanjian digital. Dalam
praktik, kesepakatan sering diwujudkan melalui tindakan klik, pengisian data, atau
persetujuan terhadap syarat dan ketentuan standar. Analisis konseptual menunjukkan bahwa
tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepanjang memenubhi
unsur kesengajaan dan kesadaran hukum. Teori kehendak dalam hukum perdata klasik
memberikan dasar untuk menilai apakah suatu persetujuan elektronik lahir secara sah atau
mengandung cacat kehendak. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penerapan
Wilstheorie tetap relevan dalam menilai kontrak elektronik, khususnya ketika muncul klaim
ketidaktahuan atau kesalahan dari salah satu pihak (Handayani et al., 2024). Dengan demikian,
hukum perdata klasik menyediakan instrumen analitis yang memadai untuk menilai validitas
kehendak dalam perjanjian digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik telah diterima secara
luas sebagai bentuk autentikasi kehendak dalam perjanjian digital. Pengakuan terhadap tanda
tangan elektronik tidak menghapus prinsip klasik mengenai fungsi tanda tangan sebagai
simbol persetujuan dan identifikasi pihak. Sebaliknya, regulasi khusus mengenai tanda tangan
elektronik justru memperkuat prinsip tersebut dengan memberikan standar teknis dan
pembuktian tambahan. Kajian komparatif memperlihatkan bahwa baik dalam sistem hukum
nasional maupun internasional, tanda tangan elektronik diperlakukan sebagai perpanjangan

116 Adam et.al (Relevansi Hukum Perdata Klasik dalam Menjawab Sengketa Perjanjian Digital Masa Kini...)



SIMPUL: Jurnal IImu Politik dan Hukum e-ISSN 3090-0867
Vol. 1, No. 4, Desember 2025, pp. 113-120

dari konsep klasik tanda tangan dalam hukum perdata (Dahlan et al., 2025; Meira et al., 2024).
Hal ini menegaskan bahwa inovasi digital tidak menggantikan hukum klasik, tetapi
mengoperasionalkannya dalam medium baru.

Dari sisi pembuktian, sengketa perjanjian digital sering menimbulkan perdebatan
mengenai kekuatan alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUH
Perdata mengatur alat bukti secara konvensional, prinsip pembuktian klasik tetap dapat
diterapkan dengan penyesuaian interpretatif. Dokumen elektronik dan rekam jejak digital
dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti tertulis sepanjang memenuhi syarat integritas dan
autentisitas. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan
untuk membuktikan adanya perjanjian dan isi kesepakatan, meskipun masih terdapat
tantangan teknis dalam praktik peradilan (Nur Sa’adah et al., 2021). Dalam hal ini, hukum
perdata klasik berfungsi sebagai fondasi konseptual yang memungkinkan penerimaan bukti
elektronik tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

Isu pembatalan perjanjian digital juga memperlihatkan relevansi hukum perdata klasik.
Sengketa sering muncul ketika salah satu pihak mengajukan pembatalan dengan alasan
penipuan, kesesatan, atau paksaan dalam transaksi daring. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa konstruksi cacat kehendak dalam hukum perdata klasik tetap digunakan untuk menilai
klaim tersebut. Penelitian mengenai kerentanan pembuktian penipuan di era digital
menunjukkan bahwa meskipun modus operandi berubah, elemen hukum yang harus
dibuktikan tetap mengacu pada konsep Kklasik (Siombo, 2023). Dengan demikian, hukum
perdata klasik menyediakan kerangka evaluasi yang stabil dalam menilai pembatalan
perjanjian digital.

Objek perjanjian digital menjadi aspek lain yang dianalisis dalam penelitian ini. Layanan
digital dan properti digital memiliki karakteristik non-fisik yang menantang konsep benda
dalam hukum perdata Kklasik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata
mampu mengakomodasi objek digital melalui pendekatan fungsional. Objek perjanjian tidak
selalu harus berwujud, tetapi harus dapat ditentukan dan memiliki nilai ekonomi. Kajian
mengenai properti digital dan layanan digital menegaskan bahwa hubungan kontraktual tetap
dapat dibangun berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, meskipun objeknya bersifat
virtual (Joldasova, 2023; Khazratov, 2025). Temuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum
perdata klasik dalam menghadapi perkembangan objek perjanjian.

Asas itikad baik terbukti memainkan peran sentral dalam sengketa perjanjian digital.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ini sering digunakan untuk menilai perilaku para
pihak dalam transaksi daring, terutama ketika terjadi ketimpangan informasi atau posisi
tawar. Dalam konteks kontrak standar dan platform digital, asas itikad baik berfungsi sebagai
alat korektif untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Penelitian
menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik tetap relevan dan bahkan semakin penting
dalam ekonomi digital yang kompleks (Muslim et al., 2025; Handayani et al., 2024). Hal ini
memperkuat posisi hukum perdata klasik sebagai penjaga keseimbangan dan keadilan
kontraktual.

Tanggung jawab perdata dalam perjanjian digital juga dianalisis dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wanprestasi dan tanggung jawab kontraktual
tetap menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa. Meskipun pelaksanaan kontrak
dilakukan melalui sistem elektronik atau otomatis, para pihak tetap bertanggung jawab atas
kewajiban yang disepakati. Kajian mengenai tanggung jawab dalam kontrak digital
menunjukkan bahwa hukum perdata klasik mampu menjawab isu tanggung jawab dengan
mengacu pada prinsip kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas (Rodrigues et al., 2025).
Dengan demikian, digitalisasi tidak menghilangkan tanggung jawab hukum, tetapi menuntut
penyesuaian dalam pembuktian dan penilaian fakta.

Fenomena smart contracts memberikan tantangan konseptual yang lebih kompleks.
Smart contracts mengeksekusi kewajiban secara otomatis berdasarkan kode program,
sehingga meminimalkan peran interpretasi manusia. Namun, hasil penelitian menunjukkan
bahwa smart contracts tetap berakar pada kesepakatan awal para pihak. Kesepakatan tersebut
menjadi dasar hukum yang mengikat, sementara kode program berfungsi sebagai alat
pelaksanaan. Kajian internasional menegaskan bahwa hukum kontrak klasik tetap relevan
dalam menilai validitas dan akibat hukum smart contracts (Riihl, 2021; Mazhorina, 2019).

117 Adam et.al (Relevansi Hukum Perdata Klasik dalam Menjawab Sengketa Perjanjian Digital Masa Kini...)



SIMPUL: Jurnal IImu Politik dan Hukum e-ISSN 3090-0867
Vol. 1, No. 4, Desember 2025, pp. 113-120

Dengan demikian, asas pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak tetap menjadi fondasi
normatif, meskipun mekanisme pelaksanaannya bersifat otomatis.

Penyelesaian sengketa perjanjian digital melalui arbitrase online juga memperlihatkan
kontinuitas hukum perdata klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online pada
dasarnya merupakan adaptasi prosedural dari arbitrase konvensional. Kesepakatan arbitrase
tetap menjadi syarat utama, dan kekuatan mengikat putusan arbitrase didasarkan pada prinsip
kontraktual klasik. Studi komparatif menunjukkan bahwa praktik arbitrase online di berbagai
negara tetap merujuk pada prinsip hukum kontrak dalam menilai kewenangan dan keabsahan
proses arbitrase (Bintang & Sumanto, 2024; Wolff, 2018). Hal ini memperkuat temuan bahwa
hukum perdata klasik tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa digital.

Dari perspektif komparatif, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan global
untuk mempertahankan asas hukum perdata klasik sebagai fondasi regulasi kontrak digital.
Berbagai yurisdiksi mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam mengatur transaksi
elektronik, tetapi tetap mengacu pada prinsip dasar kontrak. Kajian mengenai penerapan
prinsip kontrak dalam hubungan hukum yang mengandung unsur digital menunjukkan bahwa
hukum perdata klasik memiliki daya adaptasi yang tinggi (Suvorov, 2022; Valieva & Zalilova,
2024). Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi hukum kontrak tidak selalu memerlukan
penggantian total terhadap norma klasik.

Dalam konteks nasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak
pada harmonisasi antara KUH Perdata dan regulasi khusus di bidang digital. Meskipun regulasi
khusus memberikan kepastian teknis, hukum perdata klasik tetap diperlukan sebagai
kerangka interpretatif ketika terjadi kekosongan atau konflik norma. Penelitian mengenai
hambatan dan peluang hukum perdata nasional di era digital menunjukkan bahwa pendekatan
integratif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat substitutif (Nuraisah, 2025).
Dengan demikian, hukum perdata klasik tidak seharusnya diposisikan sebagai rezim yang
usang, tetapi sebagai fondasi yang perlu diaktualisasikan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa relevansi hukum perdata klasik terletak pada
kemampuannya untuk memberikan struktur normatif yang stabil di tengah perubahan
teknologi. Sengketa perjanjian digital pada hakikatnya tetap merupakan sengketa kontraktual
yang membutuhkan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Asas dan konstruksi klasik
menyediakan bahasa hukum yang konsisten untuk menilai hubungan tersebut. Oleh karena itu,
hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata klasik masih relevan dan diperlukan
dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini. Relevansi tersebut bukan bersifat
residual, tetapi substantif dan strategis dalam menjaga koherensi sistem hukum perdata di era
digital.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata klasik tetap memiliki relevansi yang
kuat dalam menjawab sengketa perjanjian digital masa kini. Digitalisasi tidak mengubah
hakikat hubungan kontraktual sebagai hubungan hukum yang lahir dari kehendak para pihak.
Perubahan hanya terjadi pada medium dan mekanisme ekspresi kehendak, bukan pada
substansi norma yang mengaturnya. Oleh karena itu, asas dan konstruksi hukum perdata
klasik tetap dapat digunakan sebagai kerangka analitis utama dalam menilai keabsahan,
pelaksanaan, dan akibat hukum perjanjian digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat sah perjanjian dalam hukum perdata klasik
masih menjadi tolok ukur utama dalam menilai perjanjian elektronik. Kesepakatan, kecakapan,
objek tertentu, dan sebab yang halal tetap berfungsi sebagai parameter normatif yang
operasional. Teori kehendak dan asas konsensualisme terbukti mampu menjelaskan proses
pembentukan perjanjian digital, termasuk ketika persetujuan dinyatakan melalui tindakan
elektronik atau sistem otomatis. Demikian pula, asas itikad baik tetap relevan sebagai
instrumen evaluatif dalam menilai perilaku para pihak dan menjaga keseimbangan
kontraktual dalam transaksi digital.

Dalam konteks sengketa, hukum perdata klasik menyediakan dasar yang stabil untuk
menilai pembuktian, pembatalan perjanjian, dan tanggung jawab perdata. Meskipun alat bukti
dan objek perjanjian mengalami transformasi, prinsip pembuktian dan tanggung jawab tetap
dapat diterapkan melalui penafsiran yang kontekstual. Smart contracts dan arbitrase online
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menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak menghapus kebutuhan akan asas kontraktual
klasik, tetapi justru menegaskan pentingnya kerangka normatif yang konsisten dan adaptif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan
hukum perjanjian di era digital seharusnya dilakukan melalui pendekatan integratif. Hukum
perdata klasik perlu dipertahankan sebagai fondasi normatif, sementara regulasi khusus
berfungsi sebagai instrumen operasional yang melengkapi. Pendekatan ini memungkinkan
terciptanya kepastian hukum dan keadilan kontraktual tanpa menghambat inovasi digital.
Dengan demikian, relevansi hukum perdata klasik bukan hanya bersifat historis, tetapi juga
strategis dalam menjaga keberlanjutan dan koherensi sistem hukum perdata di tengah
perkembangan teknologi.
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